PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT =

NOMOR { - TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS. DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEEKNIS INDUSTRI PANGAN OLAI—IAN

DAN KEMASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT :

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN"BARAT, .

bahwa bexciasazkan Peraturan  Daerah’ Nomor 8 Tahun:___ S

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat o

Daerah Provinsi Kalimantan ‘Barat sebaga1mana telah
diubah beberapakali dan - terakhir dengan Peratman_f“f%i;}j
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ientang Pembentukan dan_‘f'_'_ e
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat =~ s
telah dibentuk Dinas Permdustnan Perdagangan, Energif-z-'ff FhEti

dan Sumber Daya Mineral. Frovmsx Kahmantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektmtas pelaksanaazi S
tugas, fungsi, dan tata kerja industri pangan olahan dan =
kemasan di Provinsi Kalimantan. Barat, “maka Umtf;_“_ &
Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan'{'-
Provinsi Kalimantan Barat - yang telah ci;bentuk"--f_" E s
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2(}17'5- Bt

perlu dilakukan penyesuai&m dan perubahan,

bahwa  berdasarkan perhm‘mangan sebagalmanalf
dimaksud dalam huruf a dan. huruf b maka per’iu
menetapkan Peraturan Gubernur ientang Pembahan*-_'__ - e
Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 teiltang;_j:-";-_g_':'é: S
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas’ dan Pungsi,
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Indusm Pangan_ff__f._ﬁ;_?-f'

Olahan dan Kemasan Provinsi Kahmantan Barai

Pasal 18 ayat {6) Undang*Undang Dasar Negara Repubh}«;:_-.'f : :

Indonesia Tahun 1945;

WARD FERARGRAT DARRAR
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 - -tenfallg
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494},

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Re’publii{ :
Indonesia Nomor 5512j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik R
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan’ Lembéti"ah*- S A o
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sébagaimaﬁ;'.—_i S

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Ketja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor =

245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenLa‘*'lg
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonemaf_* SR RN
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemba;an Negara’ SRR |
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaamana ‘telah <

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan _Pemerzmah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pe‘ran’gkaf: 'Dae_rah'-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor - Pt
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm PR B

Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 'Tahgm 2()17 L

tentang Pedoman Pembentukan dan. 'Kla'sifika'si." Cabaﬁg '

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis I}aerah (E’sbrlta Ncgala SR IS

Republik Indonesia Tahun 2017 Normor 451)

KARD PERANGKAT DAERAR

- ABISTEN ¥ SERDA b
T‘%UIB*Z‘EJT&‘Z PEMBAKARESA o S .
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Menetapkan

Beberapa. ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor - ‘?9 Tahun 2017 S
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs:1 ser'ta Tata e
Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan vamsz'_.jf__ i
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2017 FECIRE SO

10.

.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun "2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provms1 Kahmantan* L
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah beberapakali dan terakhir dengan - Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah _ -

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 202 1 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sefﬁa‘ T

Tata Kerja Dinas Dinas Perindustrian, Pél"_da'gangaﬁ',;

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalithantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan. Barai Tahun =

2021 Nomor 57};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS =~
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 ~ TAHUN . 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS =~
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS .
INDUSTRI PANGAN OLAHAN -DAN KEMASAN PRGVINSI'_]’:

KALIMANTAN BARAT.

Pasall

Nomor 79), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: =

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

i.
2.

Daerah adalah Provirsi Kalimantan Barat,

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagal unsur - penyeienggara

pemerintahan
pemerintahan

daerah yang memimpin - pelaksanaan urusan
yang men}adz kewenangan Pr ovmsz Kahmarztan Bara‘t

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah
Daya Mineral

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energ1 dan Sumbel
Provinsi Kalimantan Barat,

HARD PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMRAKAREA
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Surnber Daya Mineral.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan adalah
unit teknis oprasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di
bidang Industri Pangan Olahan dan Kernasan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profe'si '
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. |

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi ==
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undarigan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS - adalah iaria

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat - sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk =
menduduki jabatan pemerintahan.

.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi furigéi dan -
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta _adri'iihish'aSi- s

pemerintahan dan pembangunan,

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatam >
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang bél'isi 'fui‘igsi' déin .

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabataﬂ:' :_

Fungsional pada instansi pemerintah.

Pelatihan adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui - -
kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dz o

masa yang akan datang.

Perindustrian adalah tentang dan segala kegiatan vang: berkal‘tan : ._
dengan kegiatan industri. -

Industri adalah kegiatan-kegiatan yang mengelola bahan baku, bm ang e -
setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yarg I
lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan-

perekayasaain.

Industri Kecil dan Menengah adalah berbagai jenis in'duistr'i: déhg:;m--
nilai investasi sebagaimana diatur dalam peraturan / pemndanm-
undangan yang berlaku.

HARG PERANGHAT DARRAH
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20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan
disertai imbalan atau kompensasi.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Industri Pangan Olahan; dan

d. Seksi Pengembangan Kemasan dan Usaha.

(2} Susunan Organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak - |

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai L
berikut :

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di - bawah dan o
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat lepman ngg},';' ;

Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memﬂﬂ{l_ :

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan e

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.’

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pe}ayanéﬁ' e

fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesuai ketentuan:'
peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakm Pasal ISA S

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam_' '
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan _
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerzan ‘Lerkaii:
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun-'
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Pungsmna}'

dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan SR

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketemuan Jper. aturan- -
perundang-undangan.

KARG PERANGIEAT DARRAN AIBTES I SERDA
HUKUM E*%Mimsf;mmm
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(3} Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan' -
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana.
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan = perundang- -
undangan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22
Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama vang balk dalam- -
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan keiembagaan .
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi ‘dan’

akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daer ah - yang TR
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Industri Pangjaﬂ |
Olahan dan Kemasan tetap melaksanakan tugasnya sepan3ang ’be}um ada:_ ST
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmnc{angkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengm‘ldangan Per&'turan S

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provmsn .__'j: i
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di -'Pon't.iéilak |

N
pada tanggal i ™Mer 2

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, €

7

[ SUTARMIDJI =
Diundangkan di Pontianak

pada tanggal » Mot le i

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

4 Y

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR &%~




LAMPIRAN

FERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS§
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

BSEKSI
INDUSTRI PANGAN
OLAHAN

g GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢

L SUTARMIDJI

SEKS]
PENGEMBANGAN

KEMASAN DAN USAHA




